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Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi

Entitas pelaporan adalah’ unit pemerintahan
yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor- 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) Pasal
7 ayat (2) huruf h, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan
uang negara dan mengelola/menatausahakan
investasi. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (1) UU
1/2004 Pemerintah dapat melakukan investasi
jangka panjang untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
Sedangkan pada Pasal 41 ayat (2) UU 1/2004
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan
investasi langsung.

Entitas  Pelaporan  untuk pelaksanaan
investasi pemerintah adalah Kementerian Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),
dengan Kode Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (999.03). Dengan demikian DJKN bertindak
sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum  Negara (UAP BUN). DJKN akan
mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan,
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan dari setiap UAKPA BUN Investasi.
Sedangkan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi
BUN adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang akan menggabungkan seluruh laporan
keuangan UAP BUN yang ada pada Kementerian
Keuangan. '

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah terdiri dari
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Investasi
dan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran untuk
pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:
a. Kementerian BUMN; :
b. Direktorat Kekayaan. Negara  Dipisahkan,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Direktorat Jenderal Anggaran;
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d. Sekretariat Badan Kebljakan Fiskal, Badan

~ Kebijakan Fiskal;

e. Direktorat Sistem _Manajemen. Investasi,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan

h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN
oleh UAP-BUN.

Setiap Kuasa Pengguna Anggaran BUN untuk
investasi pemerintah wajib membentuk UAKPA BUN
Investasi (UAKPA BUN Investasi). UAKPA BUN wajib
menyelenggarakan  akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UA-IP)
adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan
akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang
dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan
pada unit selain Badan Usaha Milik
Negara/Lembaga Keuangan Internasional atau nilai
aset yang  dikategorikan  sebagai  investasi
pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna
Anggaran.

UA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan
Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara. Pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih
yang dikategorikan sebagai kekayaan negara
dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik
Negara/ Lembaga Keuangan Internasional, dan
rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai
investasi pemerintah pada unit selain Kuasa
Pengguna Anggaran ke dalam pos Investasi dalam
Neraca merupakan tanggung jawab  UA-IP.
Pelaporan laporan keuangan UA-IP ke UAPBUN
dilakukan setiap semester.

UAP BUN - IP

UAKPA UAKPA UA-IP
BUN - IP BUN -
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13. Huruf C dalam Bab IV mengenai Mekanisme Pelaksanaan

Investasi Pemerintah dalam Modul . Sistem Akuntansi
Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran -~ Peraturan Menteri Keuangan =~ Nomor
190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012, diubah
sehingga Huruf C dalam Bab IV berbunyi sebagai berikut:

C.1. Sistem dan  Prosedur Akuntansi Investasi
Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN

a. Penambahan PMN yang bersumber dari bagian
anggaran investasi pemerintah (BA 999.03).

PENCAIRAN PELAPORAN Tk. PELAPORAN INVESTASI
; UAKPA-BUN PEMERINTAH
Laporan Keuangan
DIPA BA 999.03 SP2D _
l l ) Proses penggabungan
PPK menyusun Verifikasi dan selazihi lanoren
dan mengajukan Input Dokumen keuangan Tk UAKPA-
SFP Sumber BUN
\ y Cetak Laporan, Neraca,
PP SPM Rekonsiliasi data LRA dan buat CaLK
membuat SPM dengan KPPN *
Y Y Rekonsiliasi dengan KPA
Mengajukan Cetak laporan,
SPM ke KPPN Neraca, LRA dan
buat CaLK 4
_ reviu oleh APIP
Y b Kemenkeu
KPPN reviu oleh APIP
menerbitkan Kemenlceu**
SP2D . A
: Cetak Laporan setelah
¥ direviu
h 4 . Cetak laporan,
SP2D setelah reviu
v
Laporan Keuangan
v Tingkat UAPBUN

Laporan
Keuangan
UAKPA-BUN

Keterangan:

* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN
sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk
setiap jenis transaksi.

- %% APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP

Kementerian BUMN untuk melakukan reviu Laporan Keuangan
UAKPA-BUN lingkup Kementerian BUMN.
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b. Penambahan PMN yang bersumber
Piutang Penerusan Pinjaman

dari Konversi

DIT SMI DJPBN DIT'KND, DJKN DJKN SELAKU
' SELAKU UAKPA- UAPBUN
UNIT YANG PELAPORAN PELAPORAN
MENDUKUNG DATA TINGKAT UAKPA INVESTASI
: BUN PEMERINTAH
Rekap transaksi Laporan
PP Penambahan e
PMN dituangkan konvell'm ]_:nutang o IECX;;E&;JI{;
dalam APBN dan menjadi PMN )
DIPA/Surat
Persetujuan
Konversi Piutang \—{
Verifikasi dan Pro;es
merekam penggabungan
d seluruh laporan
okumen
sumher llcjeuangan Tk
: SPM/SP2D AKPA-BUN
Buat rekapitulasi Pengesahan
transalksi
penambahan PMN . v
. 4 . Cetak Laporan,
Rekonsiliasi Neraca, LRA dan
data dengan buat CaLK
KPPN *
Y
Rekap transaksi y
konversi piutang
menjadi PMN Relconsiliasi
Cetak Laporan dengan KPA
Neraca, LRA dan
buat CaLK
Y
y Reviu oleh APIP
Reviu oleh APIP Kemenlkeu

Kemenkeu

'

Cetak Laporan
setelah direviu

'

Laporan
Keuangan Tk,
UAKPA-BUN

\,/_

Keterangan:

*

Y

Cetak .Laporan
setelah direviu

!

Laporarn
Keuangan Tk.
UAPBUN

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN

sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk

setiap jenis transaksi.

=



A I

T ot
LAY

MENTER]I KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

c. Penambahan PMN yang berasal dari konversi Piutang

Pokok Dividen

Dit. PNBP - DJA

'UNIT YANG
MENDUKUNG
DATA

Dit. KND SELAKU

DJKN SELAKU

UAKPA-BUN UAPBUN
PELAPORAN TINGKAT PELAPORAN
UAKPA-BUN INVESTASI
PEMERINTAH

+ PP Penambahan
PMN dituangkan
APBN/DIPA atau

+ Surat Persetujuan
Konversi Piutang
Dividen

Buat rekapitulasi
transaksi
penambahan PMN

A 4

Rekap transaksi —

konversi piutang
menjadi PMN

e

Keterangan:

Rekap transaksi
konversi piutang
menjadi PMN

\{’%—

Mengajukan SPM ke
KPPN

Laporan keuangan
Tk. UAKPA-BUN

v

KPPN menerbitkan
SP2D

Proses penggabungan
seluruh laporan
keuangan Tk UAKPA-
BUN

v

SP2D

v

Verifikasi dan merekam

dokumen sumber

v

Rekonsiliasi data
dengan KPPN*

v

Cetak Laporan, Neraca,
LRA dan buat CaLK

v

Reviu oleh APIP
IKemenkeu

v

Cetal Laporan setelah
direviu

A

Cetak Laporan,
Neraca, LRA dan buat
CalLK

}

Rekonsiliasi dengan
KPA

4

Reviu oleh APIP
Kemenkeu

A 4

Cetak Laporan setelah
direviu,

&

Laporan Keuangan Tk.
UAPBUN

v

Laporan keuangan Tk.

UAKPA-BUN

.

-_._____;_—/;—'—_.‘

*  Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN
sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk

setiap jenis transaksi.
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d. Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik
Negara pada persero dan perseroan terbatas

!

KEMENTERIAN : DIT KND SELAKU DJKN SELAKU
BUMN - UAKPA-BUN UAPBUN
PELAKSANAAN PELAPORAN e

TINGKAT .UAKPA BUN RN

RISALAH RUPS/ PP Rekap transalksi Laporan Keuangan Tk.

Pengurangan PMN pengurangan PMN > UAKPA-BUN
l \_/r" Proses penggabungan
- - Memo Penyesuaian . seluruh laporan
Buat rekapitulasi dan Bukti Setor keuangan Tk UAKPA-
transaksi BUN
-‘_'—-__‘—’/’-—.—_
pengurangan PMN ' l i
l Verifikasi dan . ’ Cetak Laporan,
Rekap transaksi merekam dokumen neraca, LRA dan buat
pengurangan PMN sumber " CaLK
e VL : A 4
Rekonsiliasi dengan
Rekonsiliasi KPA
dengan BUMN
Rekonsiliasi A
dengan Dit. PKN/ Reviu oleh APIP
KPPN* Kemenkeu
Cetak Laporan, ¢
Neraca, LRA dan Cetalc Laporan
buat CaLK setelah direviu
Reviu oleh APIP ¢
K ki [
emenieu Laporan Keuangan
l Tk. UAPBUN
%4
Cetak Laporan t
setelah direviu
Laporan Keuangan
Tk. UAKPA-BUN
Keterangan:

*

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN
sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk
setiap jenis transaksi.
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C.2. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah

pada Rékening Induk Dana Investasi

DIT SMI SELAKU UAKPA-BUN

PUSAT INVESTASI

DJKN SELAKU UAP

PPK menyusun
dan mengajukan
SPP

Y

PPSPM membuat
SPM

Y

Dit SMI
mengajukan SPM
ke KPPN

A 4

KPPN menerbitkan
SP2D

SP2D B

l

Verifikasi dan
Merekam
dokumen sumber

Y

Rekonsiliasi
dengan KPPN*

l

Cetak laporan

LRA, Neraca dan |

l

Pengelolaan Dana
di RIDI

Penyaluran
kepada Lembaga
Penerima

menyusun CaLK

Y

Reviu oleh APIP
Kemenkeu

Y

Cetak LK setelah
reviu

Data Mengenai
Penempatan dan
Jumlah Dana Yang
Dikelola

3

Laporan

Keuangan Tk.
UAKPA -BUN

Keterangan:

*

PEMERINTAH (PIP) BUN
PENCAIRAN PELAPORAN PENGELOLAAN PELAPORAN
' INVESTASI
FIBE meneri.ma Laporan Keuangan
DIPA SP2D sebagai Uang dari »| Tk UAKPA -BUN
BA 999.03 »| dokumen sumber | [ ™| Rekening Kas
pelaporan Negara

\_/l/A

Proses penggabungan
seluruh laporan
keuangan Tk UAKPA-
BUN

Y

Cetak Laporan,
Neraca, LRA dan buat
CaLK

Y

Rekonsiliasi dengan
PIP/dan atau KPA

y

reviu oleh APIP
Kemenkeu

l

Cetak Laporan
setelah direviu

A

Laporan Keuangan
Tk. UAPBUN

\_/_“

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN

sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap
jenis transaksi.
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Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
pada Lembaga Keuangan Internasional

SEKRETARIAT BKF ‘ DJKN SELAKU UAPBUN

SELAKU UAKPA-BUN
PENCAIRAN PELAPORAN PELAPORAN INVESTASI
DIPA - SP2D sebagai ol Laporan Keuangan
BA 999,03 Pl dokumen sumber Tk. UAKPA-BUN
pelaporan e
S i l
A4 Y
PPK menyusun Verifikasi dan - Pt’:;f:l ah
dan mengajukan Merekam dokumen Penge &
SPP i seluruh laporan
. keuangan Tk
\ 4
PPSPM membuat Rekonsiliasi dengan h 4
SPM KPPN * Cetak Laporan,
neraca, LRA dan
buat CaLK
A 4 ‘ \ 4
BKF mengajukan Cetak laporan LRA,
SPM ke KPPN Neraca dan y
" menyusun CaLK Rekonsiliasi
‘ dengan KPA
KPPN A
menerbitkan reviu oleh APIP
SP2D Kemenkeu
reviu oleh APIP

Kemenkeu

Y

SP2D (Rek BUN)
A 4

b, 4

Cetak LK setelah
Cetalk Laporan

reviu
y setelah direviu )
Lembaga wf
Keuangan
Internasional — ; A 4
Menerima Dana y Laporan Keuangan
Laporan Tk. UAPBUN
Keuangan Tk.
UAKPA-BUN

e T

Keterangan:
* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN

sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap
jenis transaksi.
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. Berupa Dana Bergulir

BADAN LAYANAN UMUM

DJKN SELAKU UAPBUN

S

PPK menyusun
dan
mengajukan
SPP
PPSPM
membuat SPM

A

BLU
mengajukan
SPM ke KPPN

A 4

KPPN
menerbitkan
SP2D

Y

SP2D
(Rek BUN)

Y

BLU Pengelola

pelaporan

I

Verifikasi dan
Merekam dokumen
sumber

!

Rekonsiliasi dengan
KPPN*

Y

Cetak laporan LRA,
Neraca, dan
menyusun CaLK

reviu oleh APIP
Kemenkeu**

y

Cetak LK setelah reviu

Y

Dana Bergulir —
Menerima Dana

Keterangan:

*

*k

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai

dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis

transaksi.

APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian
Negara/Lembaga untuk melakukan reviu Laporan Keuangan UAKPA-BUN

Laporan Keuangan
Tk. UAKPA-BUN

linglkup Kementerian Negara/Lembaga.

SELAKU
UAKPA-BUN
PENCAIRAN PELAPORAN PELAPORAN INVESTASI
‘ PEMERINTAH
DIPA SP2D sebagai =i Laporan Keuangan
BA 999.03 dokumen sumber "l Tk. UAKPA-BUN

Proses penggabungan
seluruh laporan
keuangan Tk UAKPA-BUN

v

Cetak Laporan, neraca,
LRA dan buat CaLK

¥

Rekonsiliasi dengan
Pengelola Dana Bergulir

v

Reviu oleh APIP
Kemenkeu

v

Cetak Laporan setelah
direviu

Laporan Keuangan Tk.
UAPBUN

Py
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C.5. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan nvestasi
. Pemerintah Berupa Dividen dari BUMN

DIT.PNBP DJA SELAKU UAKPA-
BUN

DJKN SELAKU UAP BUN

PELAPORAN

PELAPORAN INVESTASI
PEMERINTAH

RISALAH RUPS

Surat Setoran
Bukan Pajak
(SSBP)

e

i

Rekonsiliasi
dengan KPPN*

r

Verifikasi dan
Rekam Dokumen

4

Cetak LRA, Neraca
dan Menyusun
CalLK

A 4

Reviu oleh APIP
Kemenkeu

Y

Cetak LK setelah
direviu

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

A

Tk. UAKPA-BUN

\/

Keterangan:

Tk. UAKPA-BUN

g

Proses
penggabungan
seluruh laporan
keuangan Tk UAKPA-
BUN

Y

Cetak Lap_oran,
neraca, LRA dan
buat CaLK

Y

Rekonsiliasi dengan
KPA

Y
Reviu oleh APIP
Kemenkeu

v

Cetak Laporan
setelah direviu

A

Laporan Keuangan
Tk. UAPBUN

SR

* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN
sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap

jenis transaksi.

o,
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C.6. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Penerbit Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dit. EAS, DJPU SELAKU UAKPA BUN DJKN SELAKU UAP BUN
PENCAIRAN PELAPORAN PELAPORAN INVESTASI
DIPA
BA 999.03 SP2D sebagai dokumen .
— sumber pelaporan Laporan Keuangan
Tk. UAKPA-BUN
"—._._-_'__/—
A 4 Y ¢
PPK menyusun Verifikasi dan Merekam Proses penggabungan
dan mengajukan dokumen sumber seluruh laporan
SPP keuangan Tk UAKPA-
BUN
A
v Rekonsiliasi dengan &
PPSPM membuat KPPN* s
SPM _Cetak Laporan,
) neraca, LRA dan buat
’ CaLK
v Cetalk laporan LRA,
Dit EAS Neraca dan menyusun 2
mengajukan SPM CaLK Rekonsiliasi dengan
ke KPPN Dit EAS DJPU
Y
y Reviu oleh APIP - 4
KPPN Kemenkeu reviu oleh APIP
; . Kemenkeu
menerbitkan
SP2D
l h 4
Cetak LK setelah reviu AL
Cetak Laporan
SP2D ’ setelah direviu
A 4
y Laporan Keuangan J’

Transfer Dana ke Tk. UAKPA-BUN Laporan Keuangan
Rekening [ Tk. UAPBUN
Penerima

-_~______._/’.—-__
Keterangan:

*  Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN
sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap

jenis transaksi.

ok,
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C.7. Sistem  dan  Prosedur

Pelaporan Penerimaan

Pembiayaan dari Kegiatan Privatisasi dan Divestasi

Deputi Bidang

Kementerian

!

Melakukan
rekapitulasi hasil
penerimaan
privatisasi dan
divestasi, untuk
periode semesteran

A 4

Menyusun Laporan
hasil penerimaan
privatisasi dan

—» Penerimaan Hasil

Privatisasi/Divestasi

\,Iv/'

Memo Penyesuaian
dan Bukti setor

!

Verifikasi dan
Merekam
dokumen sumber

N

divestasi untuk
periode semesteran

Keterangan :
*

Rekonsiliasi
dengan Direktorat
PKN dan KPPN*

Y

Cetak laporan
LRA, Neraca dan
menyusun CaLK

A 4

reviu oleh APIP
Kemenkeu**

v

Cetal LK setelah
reviu

b,

Laporan Keuangan

. PELAPORAN INVESTASI
Restrukturisasi
dani P BUMN Selaku PEMERINTAH
an eréncanaan UAKPA-BUN .
Strategis BUMN
Bukti Setor hasil Laporan Laporan Keuangan

= Tk. UAKPA-BUN

\—r’

Proses
penggabungan
seluruh laporan
keuangan Tk
UAKPA-BUN

A

Cetak Laporan,
neraca, LRA dan
buat GaLK

h 4

Rekonsiliasi
dengan KPA

Reviu oleh APIP
Kemenkeu

o

Cetak Laporan
setelah direviu

Y

Laporan Keuangan
Tk. UAPBUN

Tk UAKPA-BUN [
-_._‘____,.’u-"'—.—-—

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN

sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap

jenis transaksi.

**  APIP

Kementerian

Keuangan dapat

meminta

bantuan APIP

Kementerian BUMN untuk melakukan reviu Laporan Keuangan
UAKPA-BUN lingkup Kementerian BUMN,
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C.8. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
.Pada Unit Selain BUMN/LKI, yang termasuk Lingkup

Investasi Pemerintah

Unit Selain BUMN/LKI Yang Aset
Bersihnya Dikategorikan Sebagai
KND atau Unit Lain Yang

Dit. KND SELAKU

DJKN SELAKU

Memiliki Aset yang UA-IP * UAPBUN
Dikategorikan Sebagai Investasi
Pemerintah
UNIT YANG MEN-SUPPORT PELAPORAN TINGKAT PELAPORAN
DATA UAKPABUN

INVESTASI

Laporan Keuangan
Unit/ Data dan

Laporan Keuangan
_ Unit/ Data dan

Informasi Resmi
yang disampaikan
Unit

L

Keterangan:
*

Y

Informasi Resmi

yang disampaikan
Unit

Memo
Penyesuaian

)

Verifikasi dan
Rekam Dokumen
Sumber

Y

Pemutakhiran
Data/Rekonsialiasi
dengan Unit

Y

Cetak laporan
LRA, Neraca dan
menyusun CaLK

A

reviu oleh APIP
Kemenkeu

Y

Laporan Keuangan
UA-IP

Laporan Keuangan
UA-IP

!

Proses
penggabungan
seltiruh laporan
keuangan Tk
UAKPA-BUN

!

Rekonsiliasi dengan

UAKPA BUN/Unit

A 4

Cetak LRA, Neraca
dan CALK

A

reviu oleh APIP
Kemenkeu

Y.

Cetak Laporan
setelah direviu

v

Laporan Keuaﬁgan
Tk. UAPBUN

Pembentukan UA-IP untuk kegiatan akuntansi dan rekapitulasi

nilai aset bersih Unit Selain BUMN/LKI Yang Aset Bersihnya
Dikategorikan Sebagai KND atau Unit Lain Yang Memiliki Aset yang
Dikategorikan Sebagai Investasi Pemerintah.

f
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14. Lampiran Contoh Format Laporan dalam Modul Sistem
Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 ditambah
format Pernyataan Tanggung Jawab Unit Akuntansi Investasi
Pemerintah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah
yang terdiri dari (i) Neraca dan (ii) Catatan atas Laporan
Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab
kami.

Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai
aset bersih Unit Selain BUMN/LKI Yang Aset Bersihnya
Dikategorikan Sebagai KND atau Unit Lain Yang Memiliki
Aset yang Dikategorikan Sebagai Investasi Pemerintah. Isi
Laporan Keuangan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah
telah menyajikan informasi posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Penanggung jawab,

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
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